
 
 

 
 
 

 
 

BUPATI BANYUMAS 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 
NOMOR 27 TAHUN 2020 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2020 

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANYUMAS, 

 
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya wabah penyakit 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, yang 

menyebabkan perubahan sistem kerja sehingga perlu 
dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan 
bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Banyumas; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan 
Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Banyumas;  
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

 

 

SALINAN 
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5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5258); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 

2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai 

Negeri Sipil; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai 

Negeri; 
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13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1636); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri 

D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);  

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 

di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyumas Tahun 2020,  Nomor 2); 

16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 3); 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2020 
TENTANG PERUBAHAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN BANYUMAS. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Tambahan Pengasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 

2020 Nomor 3), diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 19 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai 

Capaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja yang dilakukan secara 

online, dapat dilakukan secara manual sampai dengan Bulan Juni 2020. 
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2. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 19 A, 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 19 A 

 

Dalam hal terjadi bencana/wabah/Kejadian Luar Biasa 

(KLB)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia 

(KKMMD) baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam 

maupun faktor manusia, pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a, 

Pasal 8 ayat (5), ayat (6) dan ayat (9), dan Pasal 19, dapat tidak 

dilaksanakan sampai dengan bencana/wabah/Kejadian Luar Biasa 

(KLB)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia 

(KKMMD) dinyatakan aman oleh Pejabat yang berwenang. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas. 
 

 
Ditetapkan di  Purwokerto 
pada tanggal 29 Mei 2020   

     BUPATI BANYUMAS, 
 

ttd 
 
      ACHMAD HUSEIN 

 

Diundangkan di Purwokerto 

pada tanggal 29 Mei 2020 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN BANYUMAS, 

               ttd 

WAHYU BUDI SAPTONO 

 

 

 


